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This study aims to analyse the growth rate and contribution of Motor 
Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Transfer Duty (BBNKB), and Motor 
Vehicle Fuel Tax (PBBKB) to the Local Own-Source Revenue (PAD) of 
Maluku Province for the period 2020–2024. The method used is 
quantitative descriptive analysis utilising secondary data in the form of 
Budget Realisation Reports obtained from the Maluku Provincial Revenue 
Agency. The analysis was conducted by calculating the growth rates and 
contribution ratios of each type of tax to PAD. The results of the study 
indicate that the growth rates of PKB, BBNKB, PBBKB, and PAD fluctuated 
during the study period. The highest average growth rate was achieved by 
PBBKB at 13.62%, followed by PKB at 6.65%, PAD at 6.42%, and BBNKB 
at 2.25%. In terms of contribution, PBBKB was the largest contributor to 
PAD with an average contribution of 26.05%, followed by PKB at 17.70% 
and BBNKB at 10.62%. These findings indicate that PBBKB is the most 
dominant source of revenue in supporting the Provincial Own Revenue 
(PAD) of Maluku Province, whilst PKB acts as a relatively stable source of 
revenue. Therefore, the local government needs to optimise the 
management of local taxes through improved taxpayer compliance, 
strengthening the tax administration system, and utilising technology to 
enhance the effectiveness of tax collection in order to support fiscal 
autonomy and regional development.  
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1. PENDAHULUAN 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen vital dalam struktur keuangan daerah 
yang mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan 
secara mandiri. Lebih dari sekadar instrumen fiskal, PAD memiliki korelasi erat dengan pencapaian 
tujuan pembangunan daerah [1]. Melalui kapasitas pendanaan internal yang memadai, pemerintah 
daerah dapat merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih responsif, 
berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat [2]. Kebijakan dan tata 
kelola perpajakan yang tepat berperan penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai 
sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pemerintah [3]. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD 
harus senantiasa diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan daerah di berbagai sektor, antara 
lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal [4]. 

Sektor pajak daerah merupakan komponen utama PAD yang memiliki kontribusi signifikan 
terhadap kapasitas keuangan daerah [5],[6]. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 
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pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan 
daerah secara berkelanjutan [7]. Optimalisasi sektor pajak penting dilakukan karena dapat memperkuat 
basis fiskal dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui program-program publik 
yang dibiayai dari penerimaan pajak [8], [9]. 

Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi, 
sehingga kegiatan masyarakat dalam sektor transportasi sangat berpotensi memberikan kontribusi 
besar terhadap penerimaan pajak daerah. Tantangan geografi kepulauan ini, seperti aksesibilitas antar 
pulau yang terbatas dan ketergantungan pada transportasi laut serta udara, sering memengaruhi pola 
mobilitas dan aktivitas ekonomi. Tiga komponen pajak yang menjadi fokus dalam penelitian ini Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (PBBKB) memiliki karakteristik sebagai sumber pendapatan yang relatif stabil, 
berkelanjutan, dan sensitif terhadap dinamika aktivitas ekonomi masyarakat. Ketiga jenis pajak tersebut 
tidak hanya mencerminkan tingkat penggunaan sarana transportasi, tetapi juga menjadi indikator 
penting yang menggambarkan aktivitas ekonomi daerah. 

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana pola pertumbuhan dan 
kontribusi PKB, BBNKB, dan PBBKB terhadap PAD Provinsi Maluku selama periode 2020–2024, 
terutama dalam konteks perubahan pola mobilitas masyarakat, serta strategi pemerintah daerah dalam 
mengelola sektor perpajakan. Analisis berbasis data diperlukan untuk memberikan gambaran empiris 
terkait efektivitas kebijakan pemungutan serta potensi optimalisasi yang masih dapat ditingkatkan oleh 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai institusi pengelola penerimaan pajak daerah. Selain 
itu, kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi penerimaan dari ketiga jenis pajak 
menjadi penting untuk merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. 
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan 
kebijakan fiskal daerah berbasis bukti (evidence-based policy) yang dapat mendorong peningktatan 
kemandirian fiskal dan pembanguan daerah yang berkelanjutan [10],[11] . 

Penelitian oleh [12] menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 
kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat, 
menemukan bahwa secara keseluruhan kontribusi tersebut kurang optimal, meskipun pajak kendaraan 
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menunjukkan performa yang lebih baik. Berbeda 
dengan [13], [14],  yang meneliti kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 
bermotor di Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan 
kontribusi yang tinggi, sementara bea balik nama kendaraan bermotor menunjukkan kontribusi sedang. 
[15] dalam memeriksa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di 
Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan tren fluktuatif dengan kriteria kontribusi yang kurang, 
berbanding terbalik dengan [16] yang menyoroti efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor 
di Kota Solok dinilai efektif dan memberikan kontribusi baik meskipun pertumbuhannya fluktuatif. 

 Penelitian oleh [17] menganalisis laju pertumbuhan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor, 
bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat 
dan DKI Jakarta, menemukan tren pertumbuhan yang fluktuatif namun tetap positif terhadap 
pendapatan asli daerah. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian [18] yang menekankan kontribusi 
signifikan ketiga jenis pajak tersebut terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa 
Timur. 

 Sementara itu, [19] meneliti kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 
kendaraan bermotor serta jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun, 
yang menunjukkan kontribusi positif dan signifikan dari kedua jenis pajak tersebut. [20] menganalisis 
dampak penerapan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan 
pergeseran penerimaan dari provinsi ke kabupaten/kota dengan variasi signifikan antar daerah, sejalan 
dengan tujuan desentralisasi fiskal meskipun berpotensi menimbulkan ketimpangan horizontal. Serupa 
dengan hal tersebut, [21] mengeksplorasi efektivitas kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap 
PAD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2017-2020, mengidentifikasi tantangan utama seperti 
rendahnya kepatuhan wajib pajak dan keterbatasan infrastruktur Samsat, menekankan perlunya 
reformasi pengelolaan pajak kendaraan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah 
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secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju pertumbuhan dan kontribusi 
pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi maluku pada tahun 2020-2024. 
 
2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk melihat Laju Pertumbuhan dan 
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengukuran Laju 
Pertumbuhan pada penelitian ini menggunakan rumus pertumbuhan yang membandingkan selisih 
penerimaan pajak tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan penerimaan tahun sebelumnya [22]. 
Formula analisis laju pertumbuhan ditunjukkan pada rumus (1). 

𝐺𝑡 =
𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1

𝑋𝑡−1

× 100%       (1) 

Keterangan:  
Gt   = Laju pertumbuhan pada tahun ke-t;  
Xt  = Realisasi penerimaan pada tahun ke-t;  
Xt−1  = Realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya 

 
 Pengukuran Kontribusi menggunakan analisis rasio kontribusi yang menghitung perbandingan 

antara realisasi penerimaan pajak daerah tertentu terhadap total realisasi Pendapatan Asli Daerah [23]. 
Formulasi analisis kontribusi ditunjukkan pada rumus (2).  

𝐾 =
𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑃𝐴𝐷
× 100%      (2) 

Keterangan:  
K   = Kontribusi pajak terhadap PAD (%)  
Pajak Daerah  = Realisasi penerimaan PKB, BBNKB, atau PBBKB  
PAD   = Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

yang diambil melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku. Populasi penelitian ini 
terdiri dari seluruh laporan penerimaan pajak daerah Provinsi Maluku. Pengambilan sampel diambil 
berdasarkan kriteria yaitu laporan realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, dan total PAD yang 
lengkap, teraudit, dan dipublikasikan pada periode tahun 2020–2024. Berdasarkan kriteria tersebut, 
data yang digunakan merupakan data time series tahunan selama 5 tahun, sehingga total data observasi 
berjumlah 20 sampel data (terdiri dari 3 jenis pajak dan 1 total PAD per tahun). 

 
3. HASIL DAN ANALISIS 

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PKB, BBNKB, PBBKB dan PAD 
Tahun Laju Pertumbuhan 

PKB BBNKB PBBKB PAD 

2020 -1,61% -19,59% -2,97% 13,04% 

2021 12,67% 11,96% 21,94% 0,93% 

2022 11,49% 0,32% 40,35% 15,82% 

2023 11,36% 7,66% 8,77% 4,20% 

2024 -0,67% 10,89% 0,02% -1,88% 

Rata-rata 6,65% 2,25% 13,62% 6,42% 

Sumber: Data diolah penulis, 2025 
 

Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Maluku selama periode 2020–
2024 pada Tabel 1 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, PKB mengalami penurun 
sebesar -1,61% yang mencerminkan tekanan ekonomi dan menurunnya kemampuan serta kepatuhan 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Memasuki periode 2021–2023, PKB mencatat 
pertumbuhan positif yang relatif stabil, masing-masing sebesar 12,67%, 11,49%, dan 11,36%. 
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Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi daerah yang disertai dengan perbaikan 
sistem pemungutan, intensifikasi penerimaan, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi 
perpajakan. Namun, pada tahun 2024 pertumbuhan PKB kembali melemah menjadi -0,67%, yang 
mengindikasikan perlambatan ekonomi dan kemungkinan menurunnya kepatuhan sebagian wajib 
pajak setelah beberapa tahun pertumbuhan. 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami penurunan cukup signifikan pada 
awal periode, yaitu -19,59% pada tahun 2020, yang menggambarkan melemahnya aktivitas jual beli dan 
transaksi balik nama kendaraan bermotor akibat tekanan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. 
Pada tahun 2021, BBNKB mulai pulih dengan pertumbuhan 11,96% seiring meningkatnya kembali 
aktivitas pasar kendaraan. Meskipun pada tahun 2022 pertumbuhannya tidak banyak berubah sebesar 
0,32%, BBNKB kembali menunjukkan penguatan pada tahun 2023 dan 2024 dengan pertumbuhan 
masing-masing 7,66% dan 10,89%. Kondisi ini menandakan bahwa ketika aktivitas ekonomi dan 
transaksi kendaraan meningkat, penerimaan BBNKB ikut terdorong, namun tetap sangat sensitif 
terhadap perubahan kondisi ekonomi. 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menunjukkan perubahn yang paling 
signifikan. Pada tahun 2020, PBBKB mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,97%, yang 
mencerminkan penurunan mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 
terjadi peningkatan pertumbuhan yang signifikan, masing-masing sebesar 21,94% dan 40,35%. 
Peningkatan ini menunjukkan meningkatnya aktivitas transportasi dan konsumsi energi seiring 
pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023, pertumbuhan PBBKB masih berlanjut namun melambat menjadi 
8,77%, dan pada tahun 2024 pertumbuhannya tidak banyak berubah sebesar 0,02%, yang 
mengindikasikan bahwa penerimaan PBBKB mulai mencapai batas optimal pertumbuhan setelah 
periode pertumbuhan yang sangat kuat pada tahun-tahun sebelumnya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku juga menunjukkan pola pertumbuhan yang 
fluktuatif. PAD menunjukkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2020 sebesar 13,04%, melambat 
signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,93%, kemudian kembali mengalami peningkatan signifikan pada 
tahun 2022 sebesar 15,82%. Pada tahun 2023 pertumbuhan PAD kembali melemah menjadi 4,20% dan 
pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -1,88%. Pola ini menunjukkan bahwa kinerja PAD 
sangat dipengaruhi oleh fluktuasi penerimaan pajak daerah, khususnya PKB, BBNKB, dan PBBKB. 

Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2020–2024, 
PBBKB merupakan jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi, diikuti oleh PKB, PAD, dan BBNKB. 
Temuan ini menegaskan bahwa PBBKB menjadi penggerak utama dinamika PAD Provinsi Maluku, 
sementara PKB berperan sebagai sumber penerimaan yang relatif stabil. Oleh karena itu, pemerintah 
daerah perlu menjaga konsistensi pertumbuhan penerimaan melalui penguatan administrasi 
perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta kebijakan pengelolaan transportasi dan energi 
yang adaptif agar stabilitas fiskal daerah dapat terus terjaga. 
 
Kontribusi PKB, BBNKB, dan PBBKB 
 

Tabel 2. Kontribusi PKB, BBNKB, dan PBBKB 
Tahun Kontribusi 

PKB BBNKB PBBKB 

2020 16,09% 10,24% 19,27% 

2021 17,96% 11,36% 23,29% 

2022 17,28% 9,84% 28,22% 

2023 18,47% 10,16% 29,46% 

2024 18,70% 11,49% 30,03% 

Rata-rata 17,70% 10,62% 26,05% 

Sumber: Data diolah penulis, 2025 
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Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 
Maluku selama periode 2020–2024 pada Tabel 2 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil 
dengan arah penguatan di akhir periode. Pada tahun 2020, PKB memberikan kontribusi sebesar 16,09%, 
yang menunjukkan bahwa sejak awal periode penelitian PKB telah menjadi salah satu komponen 
penting dalam struktur penerimaan daerah. Pada tahun 2021, kontribusi PKB meningkat menjadi 
17,96%. Pada tahun 2022, kontribusi PKB menurun menjadi 17,28%, bukan karena penurunan 
penerimaan PKB, melainkan akibat peningkatan PAD yang lebih besar dari sumber penerimaan lainnya. 
Selanjutnya, pada tahun 2023 kontribusi PKB kembali meningkat menjadi 18,47% dan meningkat lagi 
pada tahun 2024 menjadi 18,70%, meskipun secara penerimaan PKB sedikit menurun. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa peran PKB dalam struktur PAD tetap terjaga dan bahkan semakin kuat ketika 
sumber PAD lain mengalami penurunan. 

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD Provinsi Maluku 
selama periode penelitian menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung menguat di akhir 
periode. Pada tahun 2020, BBNKB memberikan kontribusi sebesar 10,24%. Kontribusi ini meningkat 
pada tahun 2021 menjadi 11,36%, yang mencerminkan mulai pulihnya aktivitas jual beli dan balik nama 
kendaraan bermotor. Namun, pada tahun 2022 kontribusi BBNKB menurun menjadi 9,84%, meskipun 
penerimaan meningkat, karena pertumbuhan PAD secara keseluruhan berlangsung lebih cepat. Pada 
tahun 2023, kontribusi BBNKB kembali meningkat menjadi 10,16%, dan pada tahun 2024 meningkat 
signifikan menjadi 11,49%. Peningkatan kontribusi di akhir periode ini menunjukkan bahwa peran 
BBNKB dalam menopang PAD kembali menguat seiring meningkatnya aktivitas transaksi kendaraan 
bermotor. 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menunjukkan peran yang paling dominan 
sebagai penyumbang PAD Provinsi Maluku selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, kontribusi 
PBBKB tercatat sebesar 19,27%, yang berarti hampir seperlima penerimaan daerah berasal dari pajak 
ini. Kontribusi PBBKB terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 23,29% dan mengalami penguatan 
yang sangat signifikan pada tahun 2022 menjadi 28,22%, seiring meningkatnya konsumsi bahan bakar 
dan mobilitas masyarakat. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 
29,46% dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 30,03%. Kenaikan persentase kontribusi 
pada saat PAD mengalami penurunan menunjukkan bahwa PBBKB relatif lebih stabil terhadap 
perubahan kondisi ekonomi dibanding sumber PAD lainnya dan tetap menjadi penopang utama 
penerimaan daerah. 

Secara keseluruhan, berdasarkan rata-rata kontribusi selama periode 2020–2024, PBBKB 
merupakan penyumbang terbesar terhadap PAD Provinsi Maluku dengan kontribusi rata-rata sebesar 
26,05%, diikuti oleh PKB sebesar 17,70% dan BBNKB sebesar 10,62%. Temuan ini menegaskan bahwa 
struktur PAD Provinsi Maluku sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor, khususnya PBBKB 
sebagai kontributor utama dan PKB sebagai sumber penerimaan yang relatif stabil. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui 
penguatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pengawasan, serta kebijakan fiskal yang adaptif agar 
kontribusi terhadap PAD dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. 

 
DISKUSI 
 
Peran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Asli Daerah (PAD) 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berperan positif terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku. Maka H1 diterima, hal ini menunjukkan dari 
kecenderungan kenaikan kontribusi PKB dari 16,09% pada tahun 2020 menjadi 18,70% pada tahun 
2024 meskipun laju pertumbuhannya sempat mengalami penurunan pada awal dan akhir periode. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan realisasi PKB berkontribusi nyata terhadap penguatan 
kapasitas fiskal daerah, sehingga PKB dapat dipandang sebagai salah satu pilar penting PAD Provinsi 
Maluku. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [6]  yang dengan pendekatan 
deskriptif menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Maluku tetap tinggi dan stabil 
meskipun terjadi tekanan ekonomi. [18]  menemukan bahwa pajak daerah, termasuk PKB, memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap PAD.  
 
Peran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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Dari hasil analisis diperoleh bahwa Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) berperan 
positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku. Maka H2 diterima, meskipun 
kontribusinya berada di bawah PKB dan PBBKB. Kontribusi BBNKB terhadap PAD meningkat dari 
10,24% pada tahun 2020 menjadi sekitar 11,49% pada tahun 2024 dengan tren yang cenderung 
mengikuti dinamika aktivitas jual beli kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor. Hal ini 
mengindikasikan bahwa ketika transaksi kendaraan meningkat dan proses administrasi balik nama 
berjalan efektif, penerimaan BBNKB turut menguat dan menambah ruang fiskal bagi pemerintah daerah. 
Temuan ini sejalan dengan [12]  menunjukkan bahwa BBNKB memberikan kontribusi yang cukup 
signifikan terhadap PAD dan dikategorikan cukup berkontribusi. Selain itu, [19]  juga menyimpulkan 
bahwa kontribusi BBNKB terhadap PAD cukup signifikan, sehingga masih memiliki potensi untuk 
dioptimalkan melalui peningkatan pertumbuhan penerimaannya.  
 
Peran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berperan 
positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku. Maka H3 diterima, hal ini terlihat dari 
dari perannya sebagai penyumbang terbesar dengan kontribusi yang meningkat dari 19,27% pada 
tahun 2020 menjadi 30,03% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut bersamaan dengan kenaikkan 
penerimaan PBBKB pada 2021–2022 dan tingginya realisasi sampai 2024, sehingga setiap perubahan 
PBBKB berdampak langsung pada fluktuasi PAD selama periode penelitian. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa ketergantungan PAD terhadap aktivitas konsumsi bahan bakar dan mobilitas ekonomi di 
Provinsi Maluku cukup besar.  

Temuan ini sejalan dengan [11]  menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB) memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). [20] menemukan 
bahwa kontribusi PBBKB memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. 
Selain itu, menunjukkan bahwa kontribusi PBBKB yang cukup besar dan secara konsisten memberikan 
sumbangan yang berarti terhadap PAD. Kondisi ini menegaskan bahwa PBBKB merupakan salah satu 
komponen pajak daerah yang strategis dalam menopang kapasitas fiskal pemerintah daerah.    
 
4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 
Maluku selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh 
dinamika penerimaan pajak daerah, khususnya pajak yang berkaitan dengan sektor transportasi. Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan dan 
menjadi penopang utama PAD, sehingga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Provinsi Maluku masih 
cukup bergantung pada tingkat konsumsi bahan bakar serta mobilitas ekonomi masyarakat. Sementara 
itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbukti menjadi sumber penerimaan yang relatif stabil dan 
konsisten dalam mendukung PAD, sehingga berperan sebagai basis penerimaan daerah yang lebih 
berkelanjutan. 

 Di sisi lain, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan tingkat sensitivitas 
yang lebih tinggi terhadap perubahan aktivitas jual beli dan transaksi kendaraan bermotor, sehingga 
kontribusinya cenderung mengikuti kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa upaya peningkatan PAD tidak hanya perlu difokuskan pada optimalisasi 
penerimaan PBBKB sebagai kontributor utama, tetapi juga pada penguatan kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor serta pengembangan sumber-sumber PAD lainnya untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap satu jenis pajak tertentu. Dengan demikian, struktur penerimaan daerah dapat 
menjadi lebih seimbang, stabil, dan berkelanjutan dalam mendukung kemandirian fiskal Provinsi 
Maluku. 
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  G t =     X  t −   X  t − 1    X  t − 1 × 100 %               ( 1 )


  K =   P a j a k   D a e r a h  P A D × 100 %             ( 2 )

